PENGUMUMAN / PERATURAN PEMERINTAH

PENGEMBALIAN PEMENUHAN INTENSITAS MELALUI

PENYERAHAN LAHAN PENGGANTI

(Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Nomor 41 Tahun 2017, tanggal 6 Agyril 2017)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang :

| b.

bahwa sesuai ketentuan Pasal 613 Peraturan
Daerah Nomor 1 Tahun 2014, terhadap setiap
kegiatan pemanfaatan ruang wajib memenuhi in-
tensitas pemanfaatan ruang;

bahwa terhadap kegiatan pemanfaatan ruang se- |
bagaimana dimaksud dalam huruf a, yang tidak |

memenuhi ketentuan batasan intensitas dikena-
kan sanksi administratif antara lain berupa pemu-
lihan fungsi ruang dengan pengembalian pe-
menuhan intensitas yang telah ditetapkan melalui
penyerahan lahan pengganti;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaima-
na dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta

guna membatasi, mengendalikan dan men- |

jaga kesesuaian fungsi ruang yang ditetapkan

dalam rencana tata ruang, perlu menetapkan

Peraturan Gubernur tentang Pengembalian Pe-
menuhan Intensitas Melalui Penyerahan Lahan
Pengganti;

Mengingat :

1.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang |

Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung;

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang
Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota

.Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Repub-

lik Indonesia;

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
Undang-Undang Nomeor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beber-
apa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015;

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Ge-
dung;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010
tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 ten-
tang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor,
Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun
2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik
Daerah;

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang
Bangunan Gedung;

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah 2030;

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi;
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2017 ten-
tang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi
Penataan Ruang Daerah;
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KMK.G1/2008 tentang Pelimpahan Wewenang
Kepada Pejabat Eselon | Di Lingkungan Keren-
terian Keuangan Untuk dan Atas Nama Menteri
Keuangan Menandatangani Surat dan atau Kepu-

tusan Menteri Keuangan;

Memperhatikan:

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 304/
KMK.01/2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG NILAI
KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK,
PAJAK PERTAMBAHAN NILAl BARANG DAN JASA
DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH,
| BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG
BERLAKU UNTUK TANGGAL 10 MEI 2017 SAMPAI
DENGAN 16 MEI 2017.

PERTAMA:
Menetapkan Nilai Kurs sebagai Dasar Peluna-
san Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan

Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea

Keluar, dan Pajak Penghasilan yang berlaku untuk
tanggal 10 Mei 2017 sampai dengan 16 Mei 2017

sebagai berikut :
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KEDUA:

Dalam hal kurs valuta asing lainnya tidak

tercantum dalam diktum PERTAMA, maka nilai kurs

yang digunakan sebagai dasar pelunasan adalah kurs

spot harian valuta asing yang bersangkutan di pasar |

internasional terhadap dolar Amerika Serikat yang |

berlaku

pada penutupan hari kerja sebelumnya dan

dikalikan kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat

sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri

Keuangan ini.

KETIGA:

Keputusan Menteri Keuangan ini berlaku

untuk tanggal 10 Mei 2017 sampai dengan 16 Mei |

2017.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal @ Mei 2017
a.n. MENTERI KEUANGAN
KEPALA BADAN KEBIJAKAN FISKAL
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